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BUPATI BANTUL 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR     09    TAHUN  2013 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN 
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang :  a. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat 
dalam pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangka 

meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di 
bidang kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan 
pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, 

pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul; 

 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan 

perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan 
kesehatan saat ini;   

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di 

Bidang Kesehatan; 
 
Mengingat :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44); 

 
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

 
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara.Tahun 1950 Nomor 
59); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3169); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3637); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5044); 
 
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Usaha SPA; 

 
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 

tentang Izin Penyelenggaraan dan Praktik Perawat 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 17 Tahun 2013; 

 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 
tentang Laboratorium Klinik; 

 
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan; 
 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189 Tahun 2010 
tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga; 
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17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190 Tahun 2010 

tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga; 

 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191 Tahun 2010 
tentang Penyaluran Alat Kesehatan; 

 
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 

 
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 

tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan; 

 
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Klinik; 
 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 

tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga 
Kefarmasian; 

 
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 tahun 2011 

tentang Higiene Sanitasi Jasaboga; 

 
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 

tentang Pedagang Besar Farmasi; 

 
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 
 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 
 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 

 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2012 tentang 
Industri dan Usaha Obat Tradisional; 

 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Akreditasi Rumah Sakit; 

 
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang 

Rahasia Kedokteran; 

 
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi; 

 
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi; 
 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan 
Optometris; 

 
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis; 
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35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi 
Terapis; 

 

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan dan Praktik Terapis Wicara; 

 
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 

 
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi; 

 
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; 
 
40. Peraturan  Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11); 
 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 
Nomor 17); 

 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2011 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2011 Seri D Nomor 6); 
 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  

dan 
BUPATI BANTUL 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 

DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG 

KESEHATAN.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bantul. 
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 

SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bantul. 

6. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan 
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan 
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh 
pemerintah dan/atau masyarakat. 

7. Penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan adalah semua kegiatan 
pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan rekomendasi di bidang 
kesehatan. 

8. Perizinan adalah, izin, tanda daftar dan sertifikasi. 
9. Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha 

atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak 
untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah,pemerintah daerah, dan atau masyarakat. 

12. Fasilitas pelayanan medik adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Klinik, Klinik Dialisis, 
Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, serta fasilitas pelayanan 
kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.  

13. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang 
dilandasi ilmu klinik (clinical science), merupakan upaya kesehatan 

perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (health promotion dan 
spesific protection), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan 

pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa 
rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi 
termasuk dokter keluarga. 

14. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau 
keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau 

Dokter Gigi Spesialis. 
 


